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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga penyusunan karya berjudul Penerapan KUHAP
Baru: Implikasi UU No. 20 Tahun 2025 bagi Aparat Penegak Hukum,
Tersangka, dan Terdakwa dapat diselesaikan. Kehadiran Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana menandai babak penting dalam perkembangan sistem
peradilan pidana Indonesia setelah lebih dari empat dekade berlakunya
KUHAP 1981. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan
pembaruan norma dan mekanisme prosedural, tetapi juga membawa
perubahan cara pandang terhadap hubungan antara kewenangan negara,
perlindungan hak asasi manusia, dan pencarian keadilan. Perkembangan
teknologi, perubahan karakter tindak pidana, serta semakin kuatnya
tuntutan terhadap proses hukum yang transparan dan akuntabel
menjadikan pembaruan hukum acara pidana sebagai kebutuhan yang
tidak dapat dihindari. Dalam konteks tersebut, pemahaman terhadap
KUHAP baru menjadi penting bagi setiap pihak yang terlibat maupun
berkepentingan dalam proses peradilan pidana. Pemahaman yang utuh
diharapkan dapat membantu mencegah penerapan ketentuan secara
parsial serta mengurangi kesalahan dalam menjalankan kewenangan dan
menggunakan hak yang telah dijamin oleh hukum.

Pembahasan dalam karya ini disusun untuk memberikan
gambaran yang sistematis mengenai perubahan penting yang dibawa oleh
KUHAP baru sekaligus implikasinya dalam praktik penegakan hukum.
Uraian diawali dengan perjalanan pembaruan hukum acara pidana,

kelemahan KUHAP 1981, paradigma due process of law, asas-asas
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pokok, serta keterkaitannya dengan KUHP Nasional berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembahasan kemudian diarahkan
pada kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum, pembaruan
penyelidikan dan penyidikan, pengaturan upaya paksa, serta penguatan
perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa. Perhatian juga
diberikan kepada perkembangan praperadilan, proses penuntutan dan
persidangan, pembuktian elektronik, pengakuan bersalah, pemaafan
hakim, keadilan restoratif, serta mekanisme pemulihan bagi pihak yang
dirugikan. Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada kesiapan
kelembagaan, perubahan budaya kerja aparat, pengawasan publik, dan
berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan ketentuan
baru.  Keseluruhan pembahasan  tersebut  diharapkan  dapat
memperlihatkan bahwa keberhasilan pembaruan KUHAP tidak hanya
bergantung pada kualitas norma, tetapi juga pada konsistensi
penerapannya dalam praktik.

Karya ini ditujukan terutama bagi aparat penegak hukum,
advokat, akademisi, mahasiswa hukum, praktisi, serta masyarakat yang
ingin memahami perkembangan terbaru hukum acara pidana Indonesia.
Kehadirannya diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam
memahami posisi, kewenangan, hak, kewajiban, serta mekanisme
pengawasan yang berkembang setelah berlakunya KUHAP baru. Bagi
aparat penegak hukum, pemahaman terhadap perubahan tersebut
diharapkan mendorong pelaksanaan kewenangan yang semakin
profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi
tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan masyarakat, pemahaman hukum
diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa proses peradilan pidana
harus senantiasa berlangsung dengan menghormati hak dan martabat

manusia. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh
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pihak yang telah memberikan dukungan, pengalaman, pengetahuan, dan
kesempatan sehingga pemikiran dalam karya ini dapat disusun serta
diterbitkan. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi perkembangan
ilmu hukum dan turut mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana

Indonesia yang semakin adil, manusiawi, profesional, dan bermartabat.

Agustus, 2026

Penulis
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BAGIAN 1
BABAK BARU HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA

§

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana menandai perubahan penting dalam sistem
peradilan pidana Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut
penggantian ketentuan prosedural, tetapi juga menunjukkan pergeseran
cara pandang terhadap hubungan antara kewenangan negara,
perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan dalam
proses pidana. Pembaruan itu perlu dibaca sebagai upaya menempatkan
efektivitas penegakan hukum dan perlindungan warga negara dalam
kerangka yang lebih seimbang (Harahap, 2016).

Dalam praktik, keberhasilan penerapan KUHAP baru sangat
ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum, advokat, hakim,
serta para pihak dalam memahami perubahan prosedur dan konsekuensi
hukumnya. Karena itu, Bagian ini tidak hanya membahas latar belakang
pembaruan KUHAP, tetapi juga menempatkannya dalam konteks
kebutuhan praktik penegakan hukum yang sah, akuntabel, dan dapat diuji.
Orientasi tersebut penting agar perubahan hukum tidak berhenti pada
pergantian teks undang-undang, melainkan benar-benar tercermin dalam

cara kewenangan dijalankan dan hak dilindungi.
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BAGIAN 2
ASAS, PARADIGMA, DAN KETENTUAN
UMUM KUHAP BARU

§

Bagian ini membahas asas dan paradigma yang menjadi dasar
dalam memahami serta menerapkan seluruh ketentuan KUHAP baru.
Asas memiliki kedudukan penting karena setiap tindakan prosedural
dapat memengaruhi hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, maupun
kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan asas juga
berkaitan dengan keabsahan alat bukti, penggunaan upaya paksa,
mekanisme pengawasan, dan kemungkinan pengajuan upaya hukum.
Oleh sebab itu, asas tidak cukup ditempatkan sebagai rumusan normatif
pada bagian awal undang-undang, tetapi harus dijadikan pedoman dalam
setiap tahap proses pidana. Pemahaman yang tepat terhadap paradigma
due process of law, praduga tak bersalah, proporsionalitas, akuntabilitas,
dan perlindungan martabat manusia akan membantu memastikan bahwa
penegakan hukum tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan keadilan
prosedural. Dengan demikian, asas berfungsi sebagai alat penafsiran
sekaligus batas penggunaan kewenangan negara dalam proses peradilan

pidana Indonesia (Packer, 1968).
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Literatur mengenai pembaruan prosedur menunjukkan bahwa penafsiran
sistematis, perlindungan hak, dan akuntabilitas merupakan unsur penting
dalam praktik (Packer, 1968). Setiap tindakan mengenai ketentuan
peralihan dan peraturan pelaksana perlu meninggalkan rekam keputusan
yang menjelaskan dasar hukum, fakta, waktu, serta pihak yang
bertanggung jawab. Jejak tersebut memperkuat kemampuan penuntut
umum, hakim, advokat, dan fungsi pengawasan menguji apakah prosedur
telah dijalankan sesuai tujuan dan batasnya. Hasil akhirnya adalah
konsistensi antara tujuan norma dan praktik yang didukung oleh alasan,
dokumen, dan mekanisme koreksi yang dapat ditelusuri.

Ketentuan peralihan perlu digunakan sebagai daftar pemeriksaan
pertama terhadap perkara yang berada di antara rezim lama dan rezim
baru agar tidak terjadi salah penerapan hukum acara. Muladi menekankan
pentingnya kepastian dan perlindungan hak dalam pelaksanaan sistem
peradilan pidana, terutama ketika kewenangan negara bersentuhan
langsung dengan kebebasan seseorang (Muladi, 2002). Aparat sebaiknya
mencatat tanggal dimulainya setiap tahapan perkara karena data tersebut
dapat menentukan prosedur yang berlaku berdasarkan aturan peralihan.
Peraturan pelaksana yang masih berlaku juga perlu diuji terhadap
KUHAP baru agar ketentuan teknis lama tidak digunakan apabila
bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Ketika aturan teknis baru
diterbitkan, satuan kerja perlu segera memperbarui pedoman internal dan
memberi penjelasan mengenai perubahan yang memengaruhi tindakan
harian. Cara kerja tersebut dapat mengurangi sengketa transisi sekaligus
memastikan bahwa kekosongan teknis tidak dijadikan alasan untuk

menunda pemenuhan hak yang telah diberikan oleh undang-undang.
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BAGIAN 3
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
APARAT PENEGAK HUKUM

§

Bagian ini membahas tema Kedudukan dan Kewenangan Aparat
Penegak Hukum sebagai satu rangkaian persoalan yang menentukan cara
UU No. 20 Tahun 2025 diterapkan dalam praktik peradilan pidana.
Kerangka analisisnya menggunakan hukum positif, perbandingan dengan
KUHAP 1981, serta literatur yang secara khusus berkaitan dengan tema
pada Bagian ini (Atmasasmita, 2018)'’. Pada kedudukan dan kewenangan
aparat penegak hukum, perhatian diarahkan pada perubahan kewenangan,
perlindungan hak, standar prosedur, dan mekanisme kontrol yang
berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Norma dalam
kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum dibaca secara
sistematis agar syarat, akibat hukum, dan forum pengujian tidak
dipisahkan dari ketentuan yang saling berkaitan. Setiap subbagian pada
kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum menghubungkan
perubahan hukum dengan kebutuhan koordinasi antarlembaga dan

persoalan praktik setelah KUHAP baru berlaku.

10 Atmasasmita, R. (2018). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
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A. Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu

KUHAP baru mengakui struktur penyidik yang mencakup
penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik tertentu sesuai
dasar kewenangannya. Kajian hukum acara mengaitkan persoalan ini
dengan kontrol kewenangan dan jaminan hak para pihak (Atmasasmita,
2018). Atas dasar itu, keragaman penyidik mencerminkan kebutuhan
penegakan hukum sektoral, tetapi juga meningkatkan kebutuhan
koordinasi, standar profesional, dan kejelasan batas kompetensi. Dalam
praktik, penyidik polri, ppns, dan penyidik tertentu harus dapat diuji
secara jelas. Karena itu, kualitas penyidikan perlu dinilai dari ketepatan
pejabat yang bertindak, ruang lingkup kewenangan, serta koordinasi
antarinstansi yang dapat ditelusuri. Pembacaan tersebut membantu
menjaga agar keberagaman penyidik memperkuat efektivitas penegakan
hukum tanpa mengurangi kepastian mengenai siapa yang bertanggung
jawab.

Dalam konteks hukum acara yang baru, ketentuan umum dan
pengaturan tugas penyidik harus dibaca bersama undang-undang sektoral
agar tindakan tidak melampaui dasar kewenangan masing-masing. Sejak
KUHAP baru berlaku, pengaturan penyidik harus diterapkan bersama
undang-undang sektoral dan ketentuan khusus yang menentukan
kompetensi masing-masing instansi. Menurut kerangka normatif, metode
penyidikan yang diakui semakin beragam, termasuk pengolahan tempat
kejadian, pengamatan, penyamaran, penelusuran, dan analisis dokumen
sesuai syarat hukum. Analisis kewenangan perlu dihubungkan dengan
jenis tindak pidana, wilayah, metode penyidikan, hak pihak yang
diperiksa, dan mekanisme supervisi. Jika satu ketentuan dibaca terpisah,
tindakan berisiko dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang atau dua

institusi menjalankan langkah yang saling bertumpang tindih. Sebelum
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bertindak, penyidik dan penuntut umum perlu memastikan dasar
pengangkatan, kompetensi sektoral, pembagian tugas, dan pejabat
penanggung jawab telah tercatat.

Pada titik ini, risiko muncul apabila setiap instansi perlu
menyusun prosedur internal yang selaras sehingga perbedaan organisasi
tidak menghasilkan perbedaan mutu perlindungan hak. Risiko penerapan
meningkat apabila perbedaan organisasi hanya disatukan melalui
sosialisasi umum tanpa pemetaan kompetensi dan latihan koordinasi
perkara. Penelitian mengenai pembaruan prosedur menunjukkan bahwa
koordinasi, pengawasan, dan standar operasional diperlukan untuk
menjaga mutu penyidikan ketika kewenangan tersebar pada beberapa
institusi (Rahmi et al., 2025)''. Setiap keputusan penting dalam
penyidikan lintas kewenangan sebaiknya mencatat pejabat, dasar faktual,
waktu, pembagian tugas, dan bentuk supervisi. Catatan tersebut
memudahkan atasan, penuntut umum, pengadilan, dan pengawas menilai
apakah tindakan dilakukan oleh pihak yang tepat serta dalam batas
kewenangannya. Akuntabilitas sejak awal mengurangi konflik
kompetensi dan sekaligus melindungi petugas yang bertindak
berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas.

Keragaman penyidik dalam KUHAP baru membutuhkan
pemetaan kompetensi yang jelas agar suatu tindakan tidak dilakukan oleh
pejabat yang tidak memiliki dasar kewenangan terhadap jenis perkara
tertentu. Atmasasmita menempatkan koordinasi dan pembagian fungsi
sebagai unsur penting dalam sistem peradilan pidana yang bekerja secara

terpadu (Atmasasmita, 2018). Sebelum memulai tindakan, penyidik perlu

! Rahmi, A., Syahbani, M. N., & Putri, A. T. N. U. (2025). “Ketiadaan Hakim
Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP 2025: Ancaman Judicial Scrutiny dan
Perlindungan HAM.” Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 2(1), 1-20.
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memastikan dasar pengangkatan, ruang lingkup tindak pidana, wilayah,
dan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Ketika
penyidikan melibatkan lebih dari satu instansi, pembagian tugas harus
dituangkan secara jelas agar tidak terjadi pengulangan pemeriksaan atau
konflik penguasaan barang bukti. Penuntut umum juga perlu memperoleh
informasi mengenai pejabat yang bertanggung jawab sehingga koordinasi
berkas dan petunjuk dapat dilakukan kepada pihak yang tepat. Tata kelola
tersebut membantu menjaga keabsahan tindakan sekaligus memperkuat
akuntabilitas ketika kewenangan penyidikan tersebar pada beberapa

institusi.

B. Kewenangan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru

Penuntut umum menempati posisi strategis karena kualitas
penuntutan sangat bergantung pada keterhubungan antara hasil
penyidikan, konstruksi dakwaan, dan pembuktian di persidangan.
Rujukan yang digunakan menekankan keseimbangan antara kewenangan
negara dan perlindungan hak (Hasibuan dan Prasetyo, 2022)'?. Dalam
pembacaan tersebut, KUHAP baru memperkuat koordinasi antara
penyidik dan penuntut umum sejak tahap penyidikan agar kekurangan
perkara dapat diketahui sebelum pelimpahan ke pengadilan. Pelaksanaan
kewenangan penuntut umum dalam kuhap baru perlu dinilai dari akibat
konkretnya. Karena itu, penguatan kewenangan penuntut umum perlu
dinilai dari kualitas pengendalian perkara, objektivitas penilaian bukti,
dan kepastian komunikasi dengan penyidik. Pembacaan tersebut
menempatkan penuntut umum sebagai penjaga kualitas penuntutan tanpa

menjadikan koordinasi sebagai pengambilalihan fungsi penyidikan.

12 Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). “Kedudukan Advokat dalam Sistem
Peradilan Pidana di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 159-176.
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Pada masa implementasi sekarang, mekanisme pemberitahuan
dimulainya penyidikan, penelitian berkas, petunjuk, dan penyidikan
tambahan memiliki batas waktu tertentu yang harus dikelola secara
disiplin. Sejak KUHAP baru berlaku, kewenangan penuntut umum harus
diterapkan bersama ketentuan mengenai tenggat, hubungan dengan
penyidik, hak tersangka, serta mekanisme penyelesaian perkara yang
tersedia. Pada tataran hukum, kewenangan penuntut umum juga
bersinggungan dengan mekanisme pengakuan bersalah dan keadilan
restoratif yang menuntut penilaian lebih dari sekadar kelengkapan formal.
Penelitian berkas perlu menghubungkan unsur tindak pidana dengan
fakta, legalitas perolehan bukti, kualitas alat bukti, dan potensi keberatan
prosedural. Pembacaan yang terfragmentasi dapat menyebabkan berkas
dinyatakan lengkap secara administratif padahal masih lemah secara
substantif. Pada setiap perkara, penyidik dan penuntut umum perlu
mengelola tenggat, petunjuk, dan tindak lanjut melalui catatan yang jelas
serta dapat ditelusuri.

Kehati-hatian terutama diperlukan karena penguatan fungsi
penuntutan karena itu harus bergerak bersama penguatan akuntabilitas
agar efisiensi tidak mengurangi objektivitas dan hak terdakwa.
Kerentanan muncul ketika koordinasi hanya berupa pertukaran berkas
dan tidak disertai pembahasan mengenai kecukupan fakta, bukti, serta
risiko pembuktian. Literatur yang dirujuk menunjukkan bahwa
koordinasi dan standar kerja yang terukur merupakan unsur penting untuk
menjembatani penyidikan dengan penuntutan (Zulaidi, 2020)"*. Setiap

keputusan penuntutan sebaiknya mencatat pejabat, dasar faktual, hasil

13 Zulaidi. (2020). “Koordinasi Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia.” Majalah Keadilan,
20(1),28-45.
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BAGIAN 4
PEMBARUAN TAHAP PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN

§

Perubahan pada tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan salah
satu inti pembaruan KUHAP baru karena pada tahap inilah kewenangan
negara pertama kali bersentuhan langsung dengan hak warga negara.
Pembahasan bagian ini diarahkan pada perubahan kewenangan aparat,
standar prosedur, kewajiban dokumentasi, serta mekanisme pengawasan
terhadap setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penataan tahap
awal perkara juga harus menjamin kepastian waktu, pemberitahuan hak,
akses bantuan hukum, legalitas perolehan bukti, dan perlindungan
terhadap tindakan yang berpotensi membatasi kebebasan atau privasi
seseorang. Setiap keputusan penting perlu memiliki dasar hukum, alasan
faktual, catatan waktu, identitas pejabat, dan bentuk supervisi yang jelas.
Dengan demikian, jejak keputusan dapat diperiksa oleh atasan, penuntut
umum, penasihat hukum, pengadilan, maupun lembaga pengawas.
Pendekatan tersebut penting agar efektivitas penyidikan tetap berjalan
seimbang dengan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan
penghormatan terhadap martabat manusia. Keseimbangan ini harus

dijaga sampai perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan resmi.
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BAGIAN 5
UPAYA PAKSA DAN PERLINDUNGAN
HAK WARGA NEGARA

§

Upaya paksa merupakan bagian hukum acara pidana yang langsung
membatasi kebebasan, privasi, dan hak milik warga negara. Karena
dampaknya besar, setiap tindakan aparat harus dilaksanakan berdasarkan
kewenangan yang sah, alasan faktual yang memadai, prosedur yang jelas,
serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan pada
bagian ini menggunakan enam pertanyaan praktis, yaitu apa ketentuan
barunya, bagaimana perbedaannya dengan KUHAP 1981, syarat hukum
apa yang harus dipenuhi, hak apa yang wajib dijamin, di mana potensi
sengketa dapat muncul, dan apa implikasinya bagi aparat maupun
pembela. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan,
serta penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah. Dengan
pendekatan ini, pembaca dapat memahami hubungan antara norma, risiko
prosedural, dan mekanisme pengujian tanpa mengubah susunan
subbagian yang telah ditetapkan. Selain itu, pembahasan menekankan
pentingnya dokumentasi, proporsionalitas, dan pemulihan hak apabila

terjadi pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku.
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BAGIAN 6
HAK-HAK TERSANGKA DAN
TERDAKWA

§

Bagian ini membahas tema Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa
sebagai satu rangkaian persoalan yang menentukan cara UU No. 20
Tahun 2025 diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Kerangka
analisisnya menggunakan hukum positif, perbandingan dengan KUHAP
1981, serta literatur yang secara khusus berkaitan dengan tema pada
Bagian ini (Fahrurazzi, 2026). Pada hak-hak tersangka dan terdakwa,
perhatian diarahkan pada perubahan kewenangan, perlindungan hak,
standar prosedur, dan mekanisme kontrol yang berdampak langsung pada
praktik penegakan hukum. Norma dalam hak-hak tersangka dan terdakwa
dibaca secara sistematis agar syarat, akibat hukum, dan forum pengujian
tidak dipisahkan dari ketentuan yang saling berkaitan. Setiap subbagian
pada hak-hak tersangka dan terdakwa menghubungkan perubahan hukum
dengan kebutuhan koordinasi antarlembaga dan persoalan praktik setelah
KUHAP baru berlaku. Dengan pendekatan itu, hak-hak tersangka dan
terdakwa diharapkan membantu pembaca mengenali titik kepatuhan,

risiko prosedural, dan implikasi praktis dalam proses pidana.
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BAGIAN 7
REFORMASI PRAPERADILAN DAN
KONTROL HORIZONTAL

§

Praperadilan dalam KUHAP baru berfungsi sebagai mekanisme
kontrol yudisial terhadap penggunaan kewenangan yang menimbulkan
akibat langsung bagi hak seseorang. Melalui Pasal 158, objek pengujian
diperluas dan ditata agar hakim dapat menilai sah atau tidaknya
pelaksanaan upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan,
permintaan ganti rugi atau rehabilitasi tertentu, serta penyitaan barang
yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Pengujian juga mencakup
penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dan penangguhan
pembantaran penahanan. Karena penetapan tersangka termasuk dalam
pengertian upaya paksa, praperadilan tetap relevan untuk menguji
legalitas tindakan tersebut. Mekanisme ini menuntut penyidik dan
penuntut umum menyiapkan dasar hukum, bukti, serta dokumentasi
secara tertib. Bagi pemohon, keberatan harus dirumuskan secara jelas
berdasarkan objek, waktu, dan tindakan yang dipersoalkan. Dengan
demikian, praperadilan menjadi instrumen akuntabilitas yang menjaga
keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak

warga negara secara konsisten dalam setiap tahap proses pidana.
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BAGIAN 8
PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI
PERSIDANGAN

§

Bagian ini membahas tema Penuntutan dan Pemeriksaan di
Persidangan sebagai satu rangkaian persoalan yang menentukan cara UU
No. 20 Tahun 2025 diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Kerangka
analisisnya menggunakan hukum positif, perbandingan dengan KUHAP
1981, serta literatur yang secara khusus berkaitan dengan tema pada
Bagian ini (Mulyadi, 2007). Pada penuntutan dan pemeriksaan di
persidangan, perhatian diarahkan pada perubahan kewenangan,
perlindungan hak, standar prosedur, dan mekanisme kontrol yang
berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Norma dalam
penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dibaca secara sistematis agar
syarat, akibat hukum, dan forum pengujian tidak dipisahkan dari
ketentuan yang saling berkaitan. Setiap subbagian pada penuntutan dan
pemeriksaan di persidangan menghubungkan perubahan hukum dengan
kebutuhan koordinasi antarlembaga dan persoalan praktik setelah
KUHAP baru berlaku. Dengan pendekatan itu, penuntutan dan
pemeriksaan di persidangan diharapkan membantu pembaca mengenali
titik kepatuhan, risiko prosedural, dan implikasi praktis dalam proses

pidana.
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BAGIAN 9
PUTUSAN, PEMAAFAN HAKIM, DAN
KEADILAN RESTORATIF

§

Bagian ini membahas putusan, pemaafan hakim, dan keadilan
restoratif sebagai rangkaian penting dalam penerapan KUHAP baru.
Pembahasan diarahkan pada hubungan antara hasil pembuktian,
kewenangan hakim, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta
mekanisme pengawasan terhadap setiap keputusan. Putusan pengadilan
harus disusun berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, dan pertimbangan
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemaafan hakim dipahami
sebagai bentuk individualisasi keadilan yang tetap memerlukan dasar
normatif dan alasan yang jelas agar tidak menimbulkan disparitas.
Sementara itu, keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian,
kesukarelaan para pihak, dan tanggung jawab pelaku melalui prosedur
yang terukur. Ketiga tema tersebut perlu dibaca secara sistematis bersama
KUHP Nasional, ketentuan peralihan, dan mekanisme upaya hukum.
Dengan pendekatan ini, pembaca dapat memahami perubahan
kewenangan, syarat penerapan, akibat hukum, serta koordinasi
antarlembaga dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang adil dan
akuntabel serta tetap menghormati martabat seluruh pihak terkait (Putri

dan Laia, 2026).

A. Ragam Putusan Pengadilan dalam KUHAP Baru
Putusan pengadilan merupakan hasil akhir penilaian terhadap

dakwaan, pembuktian, pembelaan, hukum yang berlaku, dan
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BAGIAN 10
TANTANGAN IMPLEMENTASI DAN
HARAPAN KE DEPAN

§

Bagian ini membahas tema Tantangan Implementasi dan
Harapan ke Depan sebagai satu rangkaian persoalan yang menentukan
cara UU No. 20 Tahun 2025 diterapkan dalam praktik peradilan pidana.
Kerangka analisisnya menggunakan hukum positif, perbandingan dengan
KUHAP 1981, serta literatur yang secara khusus berkaitan dengan tema
pada Bagian ini (Soekanto, 2019). Pada tantangan implementasi dan
harapan ke depan, perhatian diarahkan pada perubahan kewenangan,
perlindungan hak, standar prosedur, dan mekanisme kontrol yang
berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Norma dalam
tantangan implementasi dan harapan ke depan dibaca secara sistematis
agar syarat, akibat hukum, dan forum pengujian tidak dipisahkan dari
ketentuan yang saling berkaitan. Setiap subbagian pada tantangan
implementasi dan harapan ke depan menghubungkan perubahan hukum
dengan kebutuhan koordinasi antarlembaga dan persoalan praktik setelah
KUHAP baru berlaku. Dengan pendekatan itu, tantangan implementasi
dan harapan ke depan diharapkan membantu pembaca mengenali titik
kepatuhan, risiko prosedural, dan implikasi praktis dalam proses pidana.
A. Kesiapan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparat

Keberhasilan KUHAP baru sangat bergantung pada kesiapan
organisasi karena norma yang baik tidak otomatis menghasilkan praktik

yang baik tanpa sumber daya, prosedur, dan pengawasan. Literatur
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PENUTUP

Penerapan KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 menandai perubahan penting dalam sistem peradilan pidana
Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek prosedural,
tetapi juga memperkuat orientasi perlindungan hak asasi manusia,
akuntabilitas aparat, transparansi proses penegakan hukum, dan
penggunaan mekanisme kontrol yang lebih terukur. Kehadiran KUHAP
baru karena itu harus dipahami sebagai perubahan cara kerja, bukan
sekadar pergantian rujukan normatif dari undang-undang lama ke
undang-undang baru.

Dari seluruh pembahasan, keberhasilan implementasi KUHAP baru
sangat bergantung pada tiga hal utama:

1. pemahaman norma secara sistematis;
2. kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia;
3. konsistensi pengawasan terhadap penggunaan kewenangan.

Pemahaman norma secara sistematis diperlukan karena satu tindakan
dapat berhubungan sekaligus dengan kewenangan aparat, hak tersangka
atau terdakwa, legalitas alat bukti, ketentuan peralihan, dan forum
pengujian. Kesiapan kelembagaan diperlukan agar perubahan hukum
diterjemahkan ke dalam standar operasional, administrasi, sistem
informasi, pelatihan, dan koordinasi antarlembaga. Sementara itu,
pengawasan yang konsisten diperlukan agar perluasan atau penataan
kewenangan tidak melahirkan praktik yang bertentangan dengan tujuan
pembaruan hukum acara pidana.

KUHAP baru harus dipahami bukan sekadar sebagai kumpulan

prosedur baru, melainkan sebagai instrumen untuk membangun proses
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Pembaruan KUHAP menandai perubahan besar dalam sistem
peradilan pidana Indonesia setelah KUHAP 1981. Penerapan KUHAP
Baru: Implikasi UU No. 20 Tahun 2025 bagi Aparat Penegak Hukum,
Tersangka, dan Terdakwa menjelaskan pergeseran menuju proses
hukum yang lebih akuntabel, manusiawi, dan berlandaskan due process
of law, dengan keseimbangan antara kewenangan negara, perlindungan

hak, serta penguatan mekanisme pengawasan.

Buku ini mengulas perubahan peran aparat penegak hukum,
pembaruan penyelidikan dan penyidikan, pengaturan upaya paksa,
penguatan hak tersangka dan terdakwa, reformasi praperadilan, hingga
inovasi seperti pembuktian elektronik, persidangan digital, keadilan
restoratif, dan pemulihan korban. Lebih dari sekadar perubahan aturan,
buku ini menunjukkan dampaknya bagi aparat, advokat, korban, dan
masyarakat, sekaligus menjadi panduan memahami arah baru hukum

pidanaIndonesiayanglebih adil, efektif, dan bermartabat.
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